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ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh karakteristik sistem pertanahan di Kota
Batam yang berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Sebagian besar wilayah
daratan Kota Batam berada di bawah Hak Pengelolaan (HPL) yang dikelola oleh
Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) sebagai pelaksanaan kewenangan negara
dalam pengelolaan tanah. Dalam praktiknya, masyarakat yang memiliki rumah
tinggal di kawasan perumahan, termasuk Perumahan Kurnia Djaja Alam, pada
umumnya memegang Hak Guna Bangunan (HGB) yang berada di atas tanah HPL
BP Batam. Kondisi tersebut menimbulkan berbagai persoalan hukum, khususnya
terkait kedudukan hukum para pihak dalam struktur penguasaan tanah, konsekuensi
hukum yang timbul dari status HGB di atas HPL, serta proses peralihan hak atas
tanah dari BP Batam kepada pemilik rumah. Selain itu, masih terdapat kurangnya
pemahaman masyarakat mengenai karakteristik HGB di atas HPL dan implikasi
hukumnya terhadap kepemilikan rumah dalam jangka panjang.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum para pihak
dalam penguasaan Hak Pengelolaan pada lahan Perumahan Kurnia Djaja Alam,
menganalisis konsekuensi hukum yang timbul dalam penguasaan hak atas tanah
dan bangunan, serta menganalisis proses peralihan hak atas tanah dari Badan
Pengusahaan Batam kepada pemilik rumah. Penelitian ini menggunakan metode
penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute
approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan teoritis
(theoretical approach). Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan yang
terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier,
kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode penarikan kesimpulan secara
deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum para pihak dalam
struktur penguasaan tanah di Perumahan Kurnia Djaja Alam bersifat berjenjang,
yaitu negara sebagai pemegang Hak Menguasai Negara, BP Batam sebagai
pemegang Hak Pengelolaan, developer sebagai pemegang Hak Guna Bangunan
induk, dan pemilik rumah sebagai pemegang Hak Guna Bangunan individual.
Konsekuensi hukum yang timbul memberikan hak dan kewajiban yang berbeda
bagi masing-masing pihak, termasuk kewajiban pengelolaan tanah oleh BP Batam,
kewajiban pembangunan dan pengalihan hak oleh developer, serta kewajiban
pemeliharaan dan perpanjangan hak oleh pemilik rumah. Proses peralihan hak atas
tanah berlangsung melalui tahapan pengalokasian lahan oleh BP Batam kepada
developer, pemberian HGB, pembangunan perumahan, pemecahan sertifikat induk,
hingga penerbitan sertifikat HGB atas nama pemilik rumah. Penelitian ini
menyimpulkan bahwa meskipun pemilik rumah tidak memegang Hak Milik
sebagaimana yang umum dijumpai di daerah lain, kepemilikan rumah melalui HGB
di atas HPL tetap merupakan bentuk penguasaan tanah yang sah dan diakui oleh
hukum agraria nasional. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kepastian hukum
dan edukasi kepada masyarakat mengenai karakteristik HGB di atas HPL guna
memberikan perlindungan hukum yang lebih optimal bagi pemilik rumah di Kota
Batam.

Kata Kunci: Hak Pengelolaan, Badan Pengusahaan Batam, Hak Guna Bangunan,
Pemilik Rumah, Kepastian Hukum, Kota Batam.



ABSTRACT

This research is motivated by the characteristics of the land system in Batam
City, which differ from other regions in Indonesia. Most of Batam's land area is
under Management Rights (HPL) managed by the Batam Development Authority
(BP Batam), which implements state authority in land management. In practice,
residents who own homes in residential areas, including Kurnia Djaja Alam
Housing, generally hold Building Use Rights (HGB) over land owned by BP Batam.
This situation raises various legal issues, particularly regarding the legal status of
the parties within the land ownership structure, the legal consequences arising from
HGB status over HPL, and the process of transferring land rights from BP Batam
to homeowners. Furthermore, there is still a lack of public understanding regarding
the characteristics of HGB over HPL and their legal implications for long-term
homeownership.

This research aims to analyze the legal status of the parties in the
Management Rights (HGB) control of the Kurnia Djaja Alam Housing estate, the
legal consequences arising from the ownership of land and building rights, and the
process of transferring land rights from the Batam Development Authority to
homeowners. This study uses a normative legal research method with a statute
approach, a conceptual approach, and a theoretical approach. The research data
were obtained through a literature review consisting of primary legal materials,
secondary legal materials, and tertiary legal materials, then analyzed qualitatively
using a deductive method of drawing conclusions.

The research results show that the legal status of the parties in the land
ownership structure at Kurnia Djaja Alam Housing Complex is hierarchical: the
state holds the State Control Rights, the Batam Free Trade Zone Authority (BP
Batam) holds the Management Rights, the developer holds the main Building Use
Rights (HGB), and the homeowner holds the individual Building Use Rights (HGB).
The resulting legal consequences create different rights and obligations for each
party, including land management obligations by BP Batam, development and
transfer obligations by the developer, and maintenance and extension obligations
by the homeowner. The land rights transfer process progresses through the stages
of land allocation by BP Batam to the developer, granting the HGB (Land Use
Rights), housing construction, splitting the main certificate, and issuing the HGB
certificate in the homeowner's name. This research concludes that although
homeowners do not hold Ownership Rights (Hak Milik), as is common in other
regions, home ownership through HGB over HPL remains a legitimate form of land
ownership recognized by national agrarian law. Therefore, increased legal
certainty and public education regarding the characteristics of HGB over HPL are
needed to provide optimal legal protection for homeowners in Batam City.

Keywords: Management Rights, Batam Business Agency, Building Use Rights,
Home Owners, Legal Certainty, Batam City.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan sumber daya yang memiliki fungsi strategis bagi kehidupan
masyarakat dan pembangunan nasional. Dalam sistem hukum agraria Indonesia,
tanah dikuasai oleh negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dijabarkan
lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria.! Negara memiliki kewenangan untuk mengatur peruntukan,
penggunaan, dan pemanfaatan tanah guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,
termasuk menyerahkan sebagian kewenangan tersebut kepada badan atau lembaga
tertentu untuk tujuan pengelolaan dan pembangunan. Kewenangan negara atas
tanah tersebut dilaksanakan melalui pemberian Hak Pengelolaan kepada Badan
Pengusahaan Batam. Pemberian Hak Pengelolaan dimaksudkan untuk mendukung
pengembangan Batam sebagai kawasan strategis nasional yang berorientasi pada
industri, perdagangan, dan investasi. Melalui Hak Pengelolaan, Badan Pengusahaan
Batam diberikan kewenangan untuk merencanakan, mengelola, serta memberikan
izin pemanfaatan tanah kepada pihak ketiga sesuai dengan rencana pengembangan
kawasan. Dengan demikian, hampir seluruh tanah di Kota Batam berada di bawah

penguasaan Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Batam, sehingga setiap

1 Ramli Zein, Hak Pengelolaan dalam Sistem UUPA (Jakarta: PT RinekaCipta, 1995), him



pemanfaatan tanah oleh masyarakat harus didasarkan pada izin atau perjanjian
dengan pemegang Hak Pengelolaan.?

Badan Pengusahaan Batam diberikan kewenangan sebagai pemegang Hak
Pengelolaan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 19732 dan diperkuat
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.* Badan Pengusahaan Batam
memiliki peraturan/ undang-undang sendiri yang berlaku untuk mengatur dan
mengelola Kota Batam. Ini dilegalkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun
2011 pasal 5A “semua peraturan dan/atau keputusan yang ditetapkan oleh Otorita
Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam dapat digunakan oleh Badan
Pengusahaan Kawasan Pedagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sepanjang
tidak bertentangan dan/atau belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru
berdasarkan Peraturan Pemerintah ini”.°

Salah satu karakteristik yang membedakan sistem pertanahan di Kota Batam
dengan daerah lain di Indonesia adalah keberadaan Hak Pengelolaan (HPL) yang

dikuasai dan dikelola oleh Badan Pengusahaan Batam (BP Batam). Pada umumnya,

HPL di Indonesia diberikan kepada instansi pemerintah, badan usaha milik negara,

2 Khoirul Rosyadi, “Kewenangan Badan Pengusahaan Batam Pada Pengelolaan Lahan Di
Pulau Batam, Pulau Rempang Dan Pulau Galang,” Journal of Law and Policy
Transformation, Vol:1 (2016), him 11.

3 Pasal 6 ayat (2)
4 Pasal 4 ayat (1)
> Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam
pasal 5A ayat (1)



badan usaha milik daerah, atau lembaga tertentu untuk menunjang pelaksanaan
tugas dan fungsi pengelolaan kawasan tertentu.® Namun di Kota Batam,
pengelolaan HPL memiliki karakteristik yang lebih khusus karena hampir seluruh
wilayah daratan Batam berada dalam penguasaan HPL yang diberikan oleh
pemerintah kepada BP Batam sebagai lembaga yang dibentuk secara khusus untuk
mengelola dan mengembangkan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas
Batam.

Kedudukan BP Batam sebagai pemegang HPL memiliki dasar historis dan
yuridis yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat dalam menjadikan
Batam sebagai kawasan strategis nasional yang berorientasi pada pengembangan
industri, perdagangan, investasi, dan jasa. Melalui berbagai regulasi yang mengatur
pengelolaan Batam, pemerintah memberikan kewenangan kepada BP Batam untuk
merencanakan peruntukan tanah, mengalokasikan lahan kepada pihak ketiga, serta
mengendalikan pemanfaatan tanah dalam rangka mendukung pembangunan
wilayah. Dengan demikian, BP Batam tidak hanya berfungsi sebagai pengelola
kawasan, tetapi juga memiliki peran penting dalam sistem penguasaan tanah di
Batam melalui kewenangan yang melekat pada HPL yang dimilikinya.’

Seiring dengan perkembangan Kota Batam, tanah yang berada di bawah

Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Batam tidak hanya dimanfaatkan untuk

® Dira Azelia Rustandi dkk, "Tinjauan Yuridis Kewenangan Pemerintah Kota dan Badan
Pengusahaan Batam terhadap Pengelolaan Tanah Kota Batam Dikaitkan dengan Pemberian Hak
Milik di Atas Hak Pengelolaan,” Vol 2:10 (2024), him. 28.

7 Bottor Erikson & Pristika Handayani “Dualism of Land Management Authority between
BP Batam and the Batam Municipal Government: Its Impact on Building Use Right
Certificates. Journal of Judicial Review, Vol 27:2 (2025), him. 617.



kegiatan industri dan usaha, tetapi juga untuk kepentingan permukiman dan rumah
tinggal penduduk. Banyak penduduk telah membangun, membeli, dan menempati
rumah tinggal di atas tanah hak pengelolaan Badan Pengusahaan Batam, baik secara
individu maupun melalui pengembang perumahan. Namun demikian, pemanfaatan
tanah Hak Pengelolaan (HPL) sebagai kawasan perumahan di Kota Batam tetap
menimbulkan sejumlah persoalan hukum, khususnya yang berkaitan dengan
pemahaman masyarakat terhadap status hak atas tanah yang dimiliki. Berbeda
dengan anggapan yang berkembang di sebagian masyarakat, rumah tinggal yang
berdiri di atas tanah HPL BP Batam pada umumnya tetap memiliki hak atas tanah
sebagaimana dikenal dalam sistem hukum agraria nasional, yaitu dalam bentuk Hak
Guna Bangunan (HGB) yang diberikan di atas tanah HPL. Dengan demikian,
pemilik rumah tidak hanya memiliki bangunan semata, tetapi juga memiliki hak
atas tanah yang diakui dan dilindungi oleh hukum melalui sertifikat HGB yang
diterbitkan oleh instansi pertanahan. Akan tetapi, karakteristik HGB yang memiliki
jangka waktu tertentu sering kali belum dipahami secara utuh oleh masyarakat.
Tidak sedikit pemilik rumah yang beranggapan bahwa kepemilikan rumah yang
telah dibeli secara lunas memberikan kedudukan yang sama dengan kepemilikan
tanah Dberstatus Hak Milik (HM), padahal secara yuridis terdapat perbedaan
mendasar antara kedua jenis hak tersebut, terutama terkait jangka waktu berlakunya

hak dan mekanisme perpanjangan atau pembaruannya.®

8 Mahvira Siregar, “Tinjauan Yuridis Hak Pengelolaan Pemerintah Kota Batam Atas Tanah
Hasil Reklamasi (Studi Pada Hpl Yang Dikelola Pemerintah Kota Batam),” Premise Law
Journal, Vol 3 (2013), him 2.



Permasalahan kedudukan hak pemilik rumah di Kota Batam muncul sebagai
konsekuensi dari pemberian Hak Pengelolaan kepada Badan Pengusahaan Batam
atas hampir seluruh wilayah daratan Kota Batam. Banyak penduduk telah
membangun dan menempati rumah tinggal di atas tanah yang secara yuridis berada
di bawah penguasaan Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Batam.® Permasalahan
ini menjadi semakin relevan mengingat sebagian besar kawasan perumahan di Kota
Batam, termasuk Perumahan Kurnia Djaja Alam, dibangun di atas tanah HPL yang
dikelola oleh Badan Pengusahaan Batam (BP Batam). Dalam praktiknya,
masyarakat membeli rumah dengan nilai ekonomi yang relatif setara dengan rumah
di daerah lain yang berdiri di atas tanah berstatus Hak Milik. Namun demikian,
banyak masyarakat yang belum memperoleh edukasi dan pemahaman yang
memadai mengenai konsekuensi hukum dari kepemilikan rumah di atas tanah HGB
yang berada di atas HPL. Kondisi tersebut menimbulkan berbagai pertanyaan dan
kekhawatiran di tengah masyarakat, terutama terkait keberlangsungan hak atas
tanah dan status hukum bangunan rumah yang telah mereka miliki apabila jangka
waktu HGB berakhir di masa mendatang.

Persoalan ini tidak hanya menyangkut aspek administratif pertanahan, tetapi
juga berkaitan dengan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap aset
masyarakat. Rumah tinggal pada umumnya merupakan aset bernilai tinggi yang

diperoleh melalui pengorbanan ekonomi yang besar, baik melalui pembayaran tunai

® Ridha Wahyuni dkk, “Menyoal Kepastian Hak Atas Tanah Masyarakat Melayu Asli:
Kawasan Pesisir Kepulauan Rempang, Batam Berdasarkan Konsepsi Hukum Agraria
Nasional,” Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Vol 9:1 (2023), him 159.



maupun fasilitas pembiayaan jangka panjang.® Oleh karena itu, muncul pertanyaan
mengenai bagaimana kedudukan hukum bangunan rumah yang telah berdiri dan
dimiliki secara sah apabila HGB yang menjadi dasar hak atas tanahnya telah
berakhir. Masyarakat sering kali mempertanyakan apakah bangunan tersebut akan
tetap menjadi milik pemilik rumah, apakah hak atas tanah dapat diperpanjang atau
diperbarui, serta bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara
terhadap aset yang telah mereka peroleh dengan itikad baik. Pertanyaan-pertanyaan
tersebut menunjukkan adanya kebutuhan akan pemahaman yang lebih
komprehensif mengenai hubungan antara HPL, HGB, dan hak-hak masyarakat
sebagai pemilik rumah.

Rumah tinggal yang berdiri di atas tanah Hak Pengelolaan tidak dapat
diterbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM), sementara pemberian Hak Guna Bangunan
(HGB) atau Hak Pakai sangat bergantung pada kebijakan dan persetujuan Badan
Pengusahaan Batam serta dibatasi oleh jangka waktu tertentu. Akibatnya,
kepemilikan rumah penduduk tidak memiliki jaminan hukum jangka panjang dan
berpotensi menimbulkan kerentanan hukum apabila terjadi perubahan kebijakan,
pengalihan peruntukan lahan, atau pencabutan izin pemanfaatan lahan oleh
pemegang Hak Pengelolaan.!! Hal ini menunjukkan adanya celah hukum antara

pengaturan normatif dengan implementasinya di lapangan. Berdasarkan kondisi

10 Antonius Ade Yunus Sihaloho, “Sertifikasi Tanah Sebagai Instrumen Perlindungan
Hukum dan Jaminan Investasi untuk Mendukung Kegiatan Ekonomi Pengguna Aset Tanah,”
JEBIMAN: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Managemen dan Akuntansi, Vol 3:5 (2025), him. 392.

11 Ciptono dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Rumah Dalam Pengalihan Hak
Guna Bangunan Dilakukan Berdasarkan Perjanjian Jual Beli di Bawah Tangan,” PETITA, Vol 1:2
(2019), him 427.



tersebut, terdapat kebutuhan untuk mengkaji secara yuridis mengenai kedudukan
hak pemilik rumah yang berdiri di atas tanah Hak Pengelolaan Lahan Badan
Pengusahaan Batam, serta bentuk perlindungan dan kepastian hukum yang
seharusnya diberikan kepada penduduk. Kajian ini penting guna menemukan
kejelasan kedudukan hukum hak penduduk sebagai pemilik rumah, sekaligus
sebagai bahan evaluasi terhadap pengaturan dan pelaksanaan Hak Pengelolaan di
Kota Batam agar sejalan dengan tujuan hukum agraria nasional, yaitu memberikan

kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan penjelasan pada bagian latar belakang, penulis menetapkan rumusan
masalah sebagai batasan ruang lingkup penelitian yang akan dianalisis, yaitu:
1. Bagaimana kedudukan hukum para pihak dan proses alokasi tanah dalam
penguasaan hak pengelolaan pada lahan perumahan Kurnia Djaja Alam?
2. Bagaimana konsekuensi hukum para pihak dalam penguasaan hak atas

tanah dan bangunan perumahan Kurnia Djaja Alam?

C. Tujuan dan Kegunaan
1.  Tujuan Penelitian
Dengan mengacu pada rumusan masalah yang didasarkan pada latar belakang
penelitian sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini bertujuan
untuk:
a. Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan
mengkaji secara yuridis kedudukan hukum para pihak dalam

penguasaan hak pengelolaan pada lahan perumahan Kurnia Djaja Alam.



2.

b. Untuk menelaah konsekuensi hukum para pihak dalam penguasaan hak
atas tanah dan bangunan perumahan Kurnia Djaja Alam.

Untuk menganalisis proses peralihan hak atas tanah dari Badan
Pengusahaan Batam kepada pemilik rumah perumahan Kurnia Djaja
Alam.

Manfaat Penelitian

Dengan mengacu pada rumusan masalah yang didasarkan pada latar belakang

penelitian sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, diharapkan penelitian ini

bermanfaat untuk:

a. Manfaat Teoritis

1) Menambah khazanah ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum

agraria, melalui pengkajian mendalam terhadap kebijakan
pengelolaan pertanahan yang berlaku di kawasan khusus seperti
Kota Batam. Dengan menelaah pengaturan dan penerapan kebijakan
pertanahan yang bersifat khusus, penelitian ini memberikan
perspektif baru mengenai dinamika hubungan antara hukum
pertanahan nasional dan rezim hukum khusus yang diberlakukan di
daerah tertentu. Kajian ini tidak hanya memperkaya pemahaman
teoretis mengenai konsep penguasaan dan pemanfaatan tanah oleh
negara, tetapi juga memberikan kontribusi akademik dalam
mengembangkan pemikiran hukum terkait pengelolaan pertanahan

di kawasan dengan karakteristik dan kewenangan khusus, sehingga



2)

dapat menjadi referensi bagi pengembangan kajian hukum agraria di
masa mendatang.

Memberikan analisis yuridis yang komprehensif mengenai
kedudukan hak pemilik rumah yang berdiri di atas tanah Hak
Pengelolaan Badan Pengusahaan Batam. Melalui penelitian ini,
diharapkan dapat diperolen pemahaman yang utuh baik sebagai
instrumen pengelolaan tanah oleh negara maupun dalam
hubungannya dengan hak-hak atas tanah yang dimiliki oleh
masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan
kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang
hukum pertanahan, serta dapat dijadikan rujukan dan bahan
perbandingan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang mengkaji

permasalahan serupa.

b. Manfaat Praktis

1)

2)

Bagi masyarakat dan pelaku usaha, penelitian ini dapat memberikan
pemahaman mengenai kedudukan dan kepastian hukum terkait
rumah penduduk yang berdiri di atas tanah Hak Pengelolaan Badan
Pengusahaan Batam.

Bagi pemerintah dan Badan Pengusahaan Batam, penelitian ini
dapat menjadi masukan dalam penyempurnaan kebijakan
penyelenggaraan Alokasi Tanah agar sesuai dengan prinsip-prinsip

hukum pertanahan nasional.



3) Bagi akademisi dan praktisi hukum, penelitian ini dapat menjadi
referensi dalam memahami hubungan antara kebijakan Badan
Pengusahaan Batam khusus dengan sistem hukum nasional.

4) Bagi pembuat kebijakan, hasil penelitian ini dapat digunakan
sebagai dasar evaluasi regulasi yang terkait dengan kewenangan
Otorita/ Badan Pengusahaan Batam terhadap tanah dan Alokasi

Tanah.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah proses ilmiah yang dilakukan oleh peneliti untuk menelusuri,
mengumpulkan, dan mengkaji secara sistematis berbagai sumber ilmiah yang
relevan dengan topik penelitian, seperti jurnal, buku, hasil penelitian terdahulu, dan
peraturan perundang-undangan. Melalui telaah pustaka, peneliti berupaya
memahami perkembangan kajian yang telah ada, termasuk teori, konsep,
pendekatan, serta temuan-temuan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan
masalah yang diteliti. Kegiatan ini bertujuan untuk membandingkan dan
menganalisis persamaan serta perbedaan antara penelitian terdahulu dengan
penelitian yang sedang dilakukan, sehingga peneliti dapat mengidentifikasi celah
penelitian (research gap) dan menentukan posisi serta kontribusi penelitian dalam

pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam penelitian hukum, telaah pustaka juga
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berfungsi sebagai landasan untuk menilai konsistensi norma hukum, praktik
penerapannya, serta relevansinya dengan permasalahan hukum yang dikaji.*2

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji status hukum tanah di
Batam yang berada di bawah Hak Pengelolaan serta implikasinya terhadap
kepemilikan dan kepastian hukum tanah yang dikuasai masyarakat, meskipun
fokusnya belum selalu secara spesifik pada rumah tinggal penduduk, tetapi relevan
dalam memahami rezim hukum Hak Pengelolaan dan dampaknya terhadap hak atas
tanah di Batam.

Penelitian Elza Syarief dan Agung Prayogo (2018) mengkaji status hak
erfpacht/verponding di atas Hak Pengelolaan di Kota Batam serta analisis penyebab
Badan Pengusahaan Batam belum membebaskan atau mengganti rugi hak tersebut.
Studi ini menunjukkan bahwa keberadaan hak turunannya di atas Hak Pengelolaan
belum diakui kepastian hukumnya, dan menyarankan pengukuhan hak baru sebagai
solusi agar status tanah di atas Hak Pengelolaan memiliki kepastian hukum yang
lebih kuat.'® Selain itu, Mulyo Hadi dan rekan (2023) melakukan analisis yuridis
mengenai “Old Village” di bawah Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Batam,
khususnya konflik antara pengakuan tanah adat yang telah dihuni secara turun-

temurun dengan posisi Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Batam. Penelitian ini

12 Wiwik Sri Widiarty, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum (Yogyakarta: Publika Global
Media, 2024), him. 103.

13 Elza Syarief dan Agung Prayogo, “Analisis Yuridis Hak Erfpacht Verponding Hak
Pengelolaan Lahan Kota Batam,” Journal of Law and Policy Transformation, Vol 3:1 (2018), him.
88.
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menunjukkan bahwa terdapat perselisihan penguasaan antara Badan Pengusahaan
Batam yang menganggap tanah berada dalam otoritas Hak Pengelolaan dengan
komunitas lokal yang memandang tanah sebagai wilayah adat/cultural heritage
yang haknya sudah ada sebelum Hak Pengelolaan ditetapkan, sehingga
menimbulkan ketidakpastian hukum bagi penduduk yang tinggal lama di atas tanah
tersebut.* Selain studi tersebut yang secara yuridis fokus pada hak atas tanah di
atas Hak Pengelolaan, kajian Nur Hadiyati (2024) mengenai problematika hak
pengelolaan tanah di Batam menunjukkan bahwa dualisme kewenangan dalam
pengelolaan tanah antara Badan Pengusahaan Batam dan Pemerintah Kota Batam
serta konflik administratif di lokasi kampung tua dan pemukiman masyarakat di
Batam merupakan salah satu sumber ketidakpastian hukum terhadap aset tanah dan
permukiman masyarakat.*®

Berdasarkan hasil telaah terhadap penelitian-penelitian terdahulu, terlihat
bahwa sebagian besar kajian mengenai Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan
Batam masih berfokus pada aspek umum penguasaan tanah, konflik kewenangan,
status hak atas tanah (HGB, HP, atau SHM), serta persoalan administratif dan
kebijakan pertanahan di Batam secara makro. Penelitian seperti yang dilakukan

oleh Elza Syarief dan Agung Prayogo, Mulyo Hadi dkk., maupun Nur Hadiyati,

14 Mulyo Hadi dkk, “Juridic Analysis Of An Old Village Overland Management Right
(HPL) BP Batam (Research Study At Directorate Of The Batam Corporation Management
Agency),” LITERACY: International Scientific Journals of Social, Education, Humanities, Vol 2:3
(2023), him 120.

®Nur Hadiyati, “Memahami Problematika Hak Pengelolaan Tanah Kota Batam Dalam
Rangka Penetapan Batam Sebagai Kawasan Ekonomi Khusus,” Yurispruden: Jurnal Fakultas
Hukum Universitas Islam Malang, Vol 2:1 (2019), him. 53.
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menitikberatkan pada status yuridis hak atas tanah di atas Hak Pengelolaan dan
prosedur pemberian serta perlindungan hukumnya, namun belum secara khusus
mengkaji kedudukan hak pemilik rumah yang berdiri di atas tanah Hak Pengelolaan
Badan Pengusahaan Batam. Selain itu, penelitian-penelitian mengenai kampung
tua, tanah adat, atau relokasi penduduk di wilayah Batam dan Rempang lebih
banyak mengkaji konflik agraria, hak komunal, serta kebijakan relokasi, tanpa
menguraikan secara mendalam bagaimana kedudukan hak pemilik rumah tinggal
penduduk ditinjau dari hubungan hukum antara tanah Hak Pengelolaan, bangunan
rumah, dan subjek hukumnya (penduduk). Dengan kata lain, bangunan rumah
sebagai objek hukum yang terpisah dari tanah termasuk implikasinya terhadap
kepastian hukum, perlindungan hukum, dan keberlanjutan hunian belum menjadi
fokus utama dalam penelitian sebelumnya.

Oleh karena itu, research gap dalam penelitian ini terletak pada belum
adanya kajian yang secara spesifik dan komprehensif membahas kedudukan hak
pemilik rumah warga perumahan Kurnia Djaja Alam yang berdiri di atas tanah Hak
Pengelolaan Lahan Badan Pengusahaan Batam, khususnya dalam perspektif hukum
agraria dan hukum pertanahan. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan
menganalisis hubungan hukum antara Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan
Batam, hak turunan atas tanah, dan keberadaan rumah tinggal penduduk sebagai
tempat hunian, serta implikasinya terhadap kepastian dan perlindungan hukum bagi

pemilik rumah.
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E. Kerangka Teori
Penelitian ini disusun dengan bertumpu pada kerangka teori hukum sebagai
landasan konseptual dalam menganalisis permasalahan mengenai kedudukan
hukum hak pemilik rumah perumahan Kurnia Djaja Alam yang berdiri diatas lahan
hak pengelolaan Badan Pengusahaan Batam. Kerangka teori berfungsi sebagai alat
bantu analisis untuk memahami, menafsirkan, dan menilai norma-norma hukum
yang mengatur pengelolaan pertanahan, khususnya di kawasan dengan karakteristik
dan rezim hukum khusus seperti Kota Batam. Kerangka teori dalam penelitian ini
menggunakan 2 teori utama sebagai pisau analisis, yaitu Teori Kepastian
Hukum dan Teori Hak Menguasai Negara atas Tanah sebagai landasan utama untuk
menganalisis kedudukan hukum hak pemilik rumah perumahan Kurnia Djaja Alam
yang berdiri diatas lahan hak pengelolaan Badan Pengusahaan Batam.
1.  Teori Kepastian Hukum
Teori kepastian hukum pada dasarnya menekankan bahwa hukum harus
memberikan kejelasan, keteraturan, dan perlindungan terhadap hak dan
kewajiban subjek hukum, sehingga masyarakat dapat mengetahui secara pasti
status hukum dari suatu perbuatan atau objek hukum. Menurut Gustav
Radbruch, kepastian hukum merupakan salah satu nilai fundamental hukum
selain keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum menghendaki agar hukum
tertulis dirumuskan secara jelas, tidak menimbulkan multitafsir, dan

diterapkan secara konsisten oleh aparatur negara.*® Kepastian hukum berarti

16 Syafrida dan Ralang Hartati, “Mewujudkan Perlindungan Hukum Dan Jaminan
Kepastian Hak Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal (Suatu Kajian Ajaran Gustav
Radbruch),” Jurnal Hukum Replik, Vol 7:1 (2020), him. 42.
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adanya kejelasan mengenai siapa pemegang hak atas tanah, jenis hak yang
melekat, serta jaminan perlindungan hukum terhadap pemegang hak tersebut.
Dalam hukum agraria Indonesia, kepastian hukum atas tanah diwujudkan
melalui pemberian dan pendaftaran hak atas tanah sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Pokok Agraria dan peraturan pelaksanaannya. Sertipikat
hak atas tanah diposisikan sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data
fisik dan data yuridis tanah.*” Namun, pada tanah yang berada di bawah rezim
Hak Pengelolaan Lahan, kepastian hukum menjadi lebih kompleks karena
Hak Pengelolaan bukan merupakan hak atas tanah dalam arti privat,
melainkan hak pengelolaan yang bersifat publik. Kondisi ini menimbulkan
relasi hukum berlapis antara negara, pemegang Hak Pengelolaan (Badan
Pengusahaan Batam), dan penduduk sebagai pemegang hak turunan.

Teori kepastian hukum digunakan untuk menilai apakah sistem Hak
Pengelolaan Badan Pengusahaan Batam telah memberikan kejelasan status
hukum bagi penduduk yang membangun dan menempati rumah tinggal di
atas tanah tersebut. Rumah tinggal sebagai bangunan fisik merupakan objek
hukum yang memiliki nilai sosial, ekonomi, dan kemanusiaan, sehingga
keberadaannya memerlukan perlindungan hukum yang memadai. Ketika
rumah tinggal berdiri di atas tanah Hak Pengelolaan tanpa hak turunan yang

jelas atau tanpa pendaftaran yang sah, maka penduduk berada dalam kondisi

17 Dewa Ayu Widyani, “Kepastian Hukum Sistem Publikasi Dalam Pendaftaran Tanah Di
Indonesia Menurut UU Rl Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria,” to-ra, Vol 1:3
(2015), him. 204.
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ketidakpastian hukum, baik terhadap keberlanjutan hunian, perlindungan hak,
maupun potensi penggusuran atau relokasi.

Teori kepastian hukum juga digunakan untuk
menganalisis konsistensi penerapan norma hukum pertanahan di Batam,
khususnya terkait pemberian Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai di atas Hak
Pengelolaan Badan Pengusahaan Batam. Ketidaksamaan praktik, tumpang
tindih kewenangan, serta perbedaan kebijakan dalam pemberian hak atas
tanah berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Oleh
karena itu, teori ini menjadi alat analisis untuk menilai apakah kebijakan dan
praktik pertanahan di Batam telah sejalan dengan tujuan hukum, yaitu
memberikan kepastian, perlindungan, dan keadilan bagi penduduk. Dengan
menggunakan teori kepastian hukum, penelitian ini berupaya mengkaji secara
mendalam kedudukan hukum rumah tinggal penduduk Kota Batam di atas
tanah Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Batam, serta menilai sejauh mana
sistem hukum pertanahan yang berlaku telah memberikan kepastian hukum
bagi masyarakat. Kerangka teori ini diharapkan dapat menjadi dasar analisis
untuk menjawab permasalahan penelitian dan merumuskan rekomendasi
hukum yang berorientasi pada perlindungan hak dan kepastian hukum bagi
penduduk Kota Batam.

Teori kepastian hukum lahir dari kebutuhan untuk menjamin bahwa
hukum dapat berfungsi sebagai pedoman yang jelas, tegas, dan dapat
diprediksi bagi masyarakat. Latar belakang munculnya teori ini tidak terlepas

dari pandangan positivisme hukum yang menekankan pentingnya aturan
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tertulis sebagai sumber utama hukum.!® Pada pemahaman Teori Kepastian
Hukum, hukum dipahami sebagai seperangkat norma yang dibuat oleh
penguasa yang berwenang dan harus dilaksanakan secara konsisten.
Kepastian hukum menjadi penting karena tanpa kejelasan aturan dan
kepastian penerapan, hukum berpotensi menimbulkan ketidakadilan, konflik,
serta ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.*®

Tokoh utama yang mencetuskan dan mengembangkan teori kepastian
hukum adalah Hans Kelsen melalui ajaran teori hukum murni (Reine
Rechtslehre), yang memandang hukum sebagai suatu sistem norma yang
tersusun secara hierarkis dan berlaku karena ditetapkan oleh kewenangan
yang sah. Dalam pandangan Kelsen, kepastian hukum hanya dapat tercapai
apabila suatu norma hukum dirumuskan secara jelas, memiliki dasar
kewenangan yang tegas, serta diterapkan secara konsisten sesuai dengan tata
susunan peraturan perundang-undangan.?® Pemikiran Hans Kelsen tersebut
sangat relevan untuk menganalisis status hukum rumah tinggal penduduk
Kota Batam di atas tanah Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Batam.
Dalam kerangka hukum positif Indonesia, Hak Pengelolaan merupakan

norma hukum yang lahir dari peraturan perundang-undangan dan kebijakan

18 Zulfahmi Nur, “Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam

Pemikiran Hukum Imam Syatibi),” Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat, Vol
6:2 (2023), him. 256.

19 Rionald Dimas, “Publikasi Pendaftaran Tanah Di Negara Indonesia Ditinjau Dari Teori

Kepastian Hukum,” PROSIDING SERINA, Vol 1:1 (2021), him. 212.

20 Muhtadi, “Penerapan Teori Hans Kelsen Dalam Tertib Hukum Indonesia,” Fiat Justisia:

Jurnal llmu Hukum, Vol 5:3 (2011), him. 298.
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negara yang menempatkan Badan Pengusahaan Batam sebagai pemegang
kewenangan pengelolaan atas tanah negara di wilayah Batam. Berdasarkan
teori Kelsen, keabsahan dan kepastian hukum atas tanah dan bangunan hanya
dapat ditentukan melalui norma hukum yang berlaku secara formal, yaitu
peraturan agraria, keputusan pemerintah, serta prosedur pemberian dan
pendaftaran hak atas tanah. Teori hukum murni menuntut agar status hukum
rumah tinggal tersebut ditentukan bukan oleh penguasaan fisik semata atau
lamanya pendudukan, melainkan oleh keberadaan norma hukum yang
memberikan legitimasi hak, seperti pemberian Hak Guna Bangunan atau Hak
Pakai di atas Hak Pengelolaan yang telah memperoleh persetujuan pemegang
Hak Pengelolaan dan didaftarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan. Apabila norma tersebut tidak terpenuhi, maka menurut perspektif
Kelsen, rumah tinggal tersebut belum memiliki kepastian hukum, meskipun
secara sosial telah dihuni dalam waktu yang lama.

2. Teori Hak Menguasai Negara atas Tanah

Teori Hak Menguasai Negara atas Tanah merupakan salah satu teori
fundamental dalam hukum agraria Indonesia yang menjadi dasar pengaturan
hubungan antara negara, tanah, dan masyarakat. Teori ini berangkat dari
pemikiran bahwa tanah sebagai sumber daya alam yang memiliki fungsi
sosial dan ekonomi yang sangat penting tidak dapat dikuasai secara mutlak
oleh individu tanpa adanya pengaturan dari negara. Oleh karena itu, negara

diberikan kewenangan untuk mengatur, mengelola, dan mengendalikan
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pemanfaatan tanah guna mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran

rakyat.?!

Landasan yuridis teori ini terdapat dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan
bahwa: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran
rakyat.”?? Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 2
ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang menyatakan bahwa bumi, air, dan ruang
angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya pada
tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh

rakyat.?

Berdasarkan ketentuan tersebut, konsep "dikuasai oleh negara™ tidak
berarti negara bertindak sebagai pemilik tanah sebagaimana konsep
kepemilikan privat (ownership) dalam hukum perdata. Negara tidak memiliki
tanah dalam arti keperdataan, melainkan memiliki kewenangan publik untuk
mengatur, mengurus, menentukan penggunaan, serta mengendalikan

hubungan hukum antara masyarakat dengan tanah. Dengan kata lain, negara

2l Marulak Pardede, “Hak Menguasai Negara Dalam Jaminan Kepastian Hukum
Kepemilikan Hak Atas Tanah Dan Peruntukannya.,” Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol 19:4
(2019), him. 410.

22 pasal 33 ayat (3)

23 Pasal 2 ayat (1)
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bertindak sebagai regulator dan administrator yang bertanggung jawab
menjamin agar pemanfaatan tanah dapat memberikan manfaat sebesar-

besarnya bagi masyarakat.?*

Hak Menguasai Negara tidak dapat dilepaskan dari pemikiran para
perumus UUPA dan ahli hukum agraria Indonesia. Tokoh yang paling sering
dikaitkan dengan pengembangan teori ini adalah Prof. Boedi Harsono, yang
dikenal sebagai Bapak Hukum Agraria Indonesia. Menurut Boedi Harsono,
Hak Menguasai Negara merupakan kewenangan publik yang bersumber dari
hak bangsa Indonesia atas seluruh bumi, air, dan ruang angkasa.® Negara
bertindak sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat yang memperoleh

mandat untuk mengatur pemanfaatan tanah demi kemakmuran rakyat.

Menurut Boedi Harsono, Hak Menguasai Negara merupakan
pelimpahan kewenangan dari bangsa Indonesia kepada negara untuk
mengatur peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan tanah guna
mencapai tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Oleh
karena itu, Hak Menguasai Negara bukanlah hak kebendaan (zakelijk recht),

melainkan kewenangan publik yang bersifat mengatur.?®

24 Muhammad Bakri, “Hak Menguasai Tanah oleh Negara, ” (Universitas Brawijaya Press:
Malang, 2011), him. 7.

% Hengki Andora, “Penguasaan dan Pengelolaan Tanah Pemerintah Konsep dan

Dialektika dalam Sistem Hukum Indonesia” (PT Raja Grifindo Persada: Depok, 2021), him. 2.
% 1bid., him. 6.
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Teori Hak Menguasai Negara memiliki fungsi yang sangat penting
sebagai landasan teoritis untuk menjelaskan asal-usul kewenangan BP Batam
dalam mengelola tanah di Kota Batam. Melalui teori ini dapat dipahami
bahwa tanah yang berada di wilayah Batam pada dasarnya merupakan tanah
yang berada dalam penguasaan negara. Berdasarkan kewenangan yang
bersumber dari Hak Menguasai Negara, pemerintah kemudian memberikan
Hak Pengelolaan (HPL) kepada BP Batam sebagai lembaga yang ditunjuk
untuk mengelola dan mengembangkan wilayah Batam. Dengan demikian,
HPL yang dimiliki BP Batam merupakan bentuk konkret pelaksanaan Hak

Menguasai Negara dalam bidang pertanahan.

Teori ini juga menjelaskan mengapa BP Batam memiliki kewenangan
untuk mengalokasikan tanah kepada developer, memberikan persetujuan
penggunaan lahan, mengatur pemanfaatan tanah, serta menetapkan berbagai
kewajiban administratif yang berkaitan dengan pengelolaan lahan. Seluruh
kewenangan tersebut bukan berasal dari hak kepemilikan atas tanah,
melainkan berasal dari pelimpahan sebagian fungsi penguasaan negara yang

diberikan kepada BP Batam.

Teori Hak Menguasai Negara memiliki relevansi yang sangat erat
karena menjadi dasar untuk memahami konstruksi hubungan hukum yang
terjadi dalam penguasaan tanah pada Perumahan Kurnia Djaja Alam. Secara
yuridis, kedudukan hukum para pihak dalam pemanfaatan tanah di atas Hak

Pengelolaan (HPL) BP Batam tidak dapat dipahami hanya dari hubungan
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hukum antara developer dan pemilik rumah melalui perjanjian jual beli.
Hubungan hukum tersebut harus ditelusuri hingga kepada sumber
kewenangan tertinggi dalam sistem hukum pertanahan Indonesia, yaitu Hak
Menguasai Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 2 Undang-
Undang Pokok Agraria. Berdasarkan konsep tersebut, negara memiliki
kewenangan untuk mengatur, mengurus, dan menentukan hubungan hukum
antara masyarakat dengan tanah guna mewujudkan sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat.

Pelaksanaan Hak Menguasai Negara diwujudkan melalui pemberian
Hak Pengelolaan kepada Badan Pengusahaan Batam (BP Batam). Oleh
karena itu, BP Batam berkedudukan sebagai pemegang HPL yang
memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan negara untuk mengelola dan
mengendalikan pemanfaatan tanah di wilayah Batam. Selanjutnya, developer
memperoleh hak turunan berupa Hak Guna Bangunan (HGB) di atas tanah
HPL BP Batam. HGB yang dimiliki developer merupakan hak atas tanah
yang sah menurut hukum agraria nasional dan lahir berdasarkan kewenangan
yang bersumber dari HPL BP Batam. Pada tahap berikutnya, masyarakat
sebagai pembeli rumah memperoleh kedudukan hukum sebagai pemegang

HGB individual atas tanah dan bangunan yang dimilikinya.

Berdasarkan konstruksi tersebut, dapat dipahami bahwa kepastian

hukum yang dimiliki pemilik rumah sangat dipengaruhi oleh bagaimana
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F.

negara melalui BP Batam menjalankan fungsi pengelolaan, pengaturan, dan
pengawasan terhadap tanah HPL. Dengan demikian, teori Hak Menguasai
Negara menjadi landasan teoritis yang sangat penting dalam penelitian ini
karena mampu menjelaskan hubungan hukum yang berjenjang antara negara,
BP Batam, developer, dan pemilik rumah dalam penguasaan tanah pada
Perumahan Kurnia Djaja Alam. Struktur hubungan tersebut dapat
digambarkan sebagai suatu rantai kewenangan yang dimulai dari Negara
sebagai pemegang Hak Menguasai Negara, kemudian dilaksanakan melalui
BP Batam sebagai pemegang Hak Pengelolaan, diteruskan kepada developer
sebagai pemegang HGB induk, dan pada akhirnya melahirkan hak individual
berupa HGB yang dimiliki oleh pemilik rumah. Oleh karena itu, teori Hak
Menguasai Negara sangat relevan digunakan untuk menganalisis dan
menjawab rumusan masalah penelitian mengenai kedudukan hukum para
pihak, konsekuensi hukum yang timbul dari penguasaan tanah dan bangunan,
serta proses peralihan hak atas tanah dalam sistem pengelolaan lahan HPL BP

Batam.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan yuridis

normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum

yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan
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pengadilan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.?” Pendekatan yuridis
normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum
rumah tinggal penduduk yang berdiri di atas tanah Hak Pengelolaan Badan
Pengusahaan Batam berdasarkan kaidah hukum positif yang berlaku, tanpa
melakukan penelitian lapangan. Kajian dilakukan dengan menelaah ketentuan
hukum yang mengatur penguasaan dan pengelolaan tanah oleh negara, khususnya
yang berkaitan dengan kewenangan Otorita Kota Batam dan pengenaan kewajiban
UWTO.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum

normatif atau doctrinal research, yaitu penelitian yang mengkaji hukum

sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian ini

memusatkan perhatian pada bahan hukum tertulis, baik berupa peraturan

perundang-undangan maupun bahan hukum lain yang memiliki relevansi

dengan objek penelitian. Dengan jenis penelitian ini, penulis berupaya untuk

menafsirkan, mengkonstruksikan, dan mengevaluasi norma hukum yang

berkaitan dengan status hukum rumah tinggal penduduk yang berdiri di atas

tanah Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Batam.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bertujuan

untuk menggambarkan secara sistematis dan komprehensif ketentuan hukum

2 Zulfi Diane Zaini, “Implementasi pendekatan yuridis normatif dan pendekatan normatif
sosiologis dalam penelitian ilmu hukum ,” Pranata Hukum, Vol 6:2 (2011), him. 117.
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yang mengatur status tanah rumah penduduk di Kota Batam serta
menganalisisnya secara mendalam berdasarkan teori dan asas hukum yang
relevan. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, tetapi juga menganalisis kesesuaian, konsistensi, dan
implikasi yuridis dari pengaturan tersebut terhadap sistem hukum pertanahan
nasional dan perlindungan hak atas tanah di Kota Batam.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder,
yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan
hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan
yang berkaitan dengan hukum pertanahan dan pengelolaan kawasan Batam,
antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria, peraturan perundang-undangan mengenai kawasan
perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam, serta peraturan yang
mengatur kewenangan Otorita atau Badan Pengusahaan Batam. Bahan
hukum sekunder berupa literatur hukum seperti buku teks, jurnal ilmiah, hasil
penelitian, dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan hukum
agraria, kewenangan pemerintahan, dan kebijakan pertanahan. Adapun bahan
hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber lain
yang berfungsi untuk memberikan penjelasan dan pemahaman terhadap
istilah atau konsep hukum tertentu.

4.  Teknik Pengumpulan Data
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Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi
kepustakaan (library research), yaitu dengan menginventarisasi,
mempelajari, dan mengkaji berbagai bahan hukum yang relevan dengan
permasalahan penelitian. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelusuri
peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta dokumen resmi yang
berkaitan dengan pengaturan pertanahan di Kota Batam. Teknik ini dipilih
karena penelitian hukum normatif menempatkan bahan hukum tertulis
sebagai sumber utama dalam proses analisis.
5. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
analisis kualitatif, yaitu dengan mengolah dan menganalisis bahan hukum
secara sistematis, logis, dan argumentatif. Data yang telah dikumpulkan
diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian, kemudian
dianalisis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute
approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan
teoritis (theoretical approach). Hasil analisis tersebut selanjutnya
digunakan untuk menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dengan
menarik kesimpulan dari norma hukum yang bersifat umum ke
penerapannya pada permasalahan khusus mengenai status hukum rumah
tinggal penduduk yang berdiri di atas tanah Hak Pengelolaan Badan

Pengusahaan Batam.
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G. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis dalam lima bab yang saling berkaitan
dan membentuk satu kesatuan pembahasan yang utuh. Sistematika pembahasan ini
dirancang untuk menguraikan permasalahan penelitian secara bertahap dan
mendalam, dimulai dari pemaparan dasar konseptual hingga analisis yuridis dan
penarikan kesimpulan, sehingga mampu memberikan gambaran yang komprehensif
mengenai kedudukan hukum rumah tinggal penduduk yang berdiri di atas tanah
Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Batam.

Bab | merupakan bab pendahuluan yang berfungsi sebagai pintu masuk
dalam memahami keseluruhan isi penelitian. Pada bab ini diuraikan latar belakang
penelitian yang menjelaskan kondisi empiris dan yuridis yang melatarbelakangi
munculnya permasalahan mengenai status hukum rumah tinggal penduduk yang
berdiri di atas tanah Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Batam. Selain itu, Bab |
juga memuat rumusan masalah yang disusun secara sistematis berdasarkan latar
belakang penelitian, tujuan penelitian yang hendak dicapai, serta manfaat penelitian
baik secara teoretis maupun praktis. Bab ini juga menguraikan kerangka teori dan
kerangka konseptual yang digunakan sebagai landasan analisis, metode penelitian
yang meliputi jenis dan sifat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data,
serta teknik analisis data, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan sebagai
gambaran umum alur penulisan skripsi.

Bab Il berisi Pengembangan landasan teori yang merupakan penjabaran
lebih lanjut dari sub-bab (e) kerangka teoretik di BAB | PENDAHULUAN.

Landasan teori yang berfungsi sebagai dasar konseptual dan akademik bagi
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penelitian yang dilakukan. Pada bab ini, penulis menyajikan berbagai teori, konsep,
definisi, serta hasil kajian ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Pembahasan
diawali dengan penguraian konsep-konsep utama yang berkaitan langsung dengan
variabel penelitian, baik variabel independen maupun variabel dependen. Setiap
konsep dijelaskan secara sistematis berdasarkan pendapat para ahli dan sumber
pustaka yang kredibel, sehingga memberikan pemahaman yang jelas mengenai
istilah dan ruang lingkup penelitian. Pada bagian akhir Bab 11, biasanya disusun
kerangka pemikiran atau kerangka konseptual penelitian yang menggambarkan alur
hubungan antarvariabel secara logis dan sistematis. Kerangka ini menjadi pedoman
dalam perumusan hipotesis atau pertanyaan penelitian yang akan diuji pada bab
selanjutnya.

Bab 11l memfokuskan pembahasan deskripsi data objek penelitian yang
berkaitan dengan kedudukan hukum rumah tinggal penduduk perumahan Kurnia
Djaja Alam di atas tanah Hak Pengelolaan Lahan Badan Pengusahaan Batam.
Pembahasan pada bab ini diawali dengan gambaran umum objek penelitian, yaitu
kondisi wilayah Kota Batam sebagai kawasan yang seluruh tanahnya berada di
bawah Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Batam, serta karakteristik kawasan
permukiman penduduk yang menjadi fokus penelitian. Selanjutnya, Bab Il
menguraikan kondisi faktual penguasaan dan pemanfaatan tanah serta rumah
tinggal oleh penduduk, termasuk status alas hak, bentuk perizinan, dan praktik
administrasi pertanahan yang berlaku di lapangan. Pada bagian akhir, bab ini
menyajikan deskripsi peran Badan Pengusahaan Batam dan instansi terkait dalam

pengelolaan tanah permukiman, beserta permasalahan yang muncul dalam praktik,
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yang kemudian menjadi dasar bagi analisis yuridis dan penerapan teori kepastian
hukum pada bab selanjutnya.

Bab IV merupakan inti dari penelitian ini, yang berisi pembahasan dan
analisis yuridis, yang mengkaji data objek penelitian sebagaimana dipaparkan
dalam Bab Ill dengan menggunakan ketentuan hukum positif dan teori kepastian
hukum (Hans Kelsen). Pembahasan pada bab ini diawali dengan analisis
mengenai kedudukan hukum Hak Pengelolaan tanah oleh Badan Pengusahaan
Batam dalam sistem hukum agraria nasional, kemudian dilanjutkan dengan
analisis status hukum rumah tinggal penduduk yang berdiri di atas tanah Hak
Pengelolaan, termasuk hubungan hukum antara Badan Pengusahaan Batam sebagai
pemegang Hak Pengelolaan, penduduk sebagai subjek hukum, serta hak turunan
atas tanah dan bangunan. Selanjutnya, Bab IV membahas tingkat kepastian hukum
yang diperoleh penduduk, dengan menilai kejelasan norma, keabsahan hak, serta
konsistensi penerapan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan, guna
menjawab rumusan masalah penelitian.

Bab V merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dan saran.
Kesimpulan dirumuskan berdasarkan hasil analisis pada Bab 1V, yang secara
sistematis menjawab rumusan masalah mengenai kedudukan hukum rumah tinggal
penduduk di atas tanah Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Batam dan tingkat
kepastian hukum yang diperoleh penduduk. Selanjutnya, saran disusun sebagai
rekomendasi akademik dan praktis yang ditujukan kepada pemerintah, Badan

Pengusahaan Batam, dan pihak terkait, khususnya dalam rangka perbaikan
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kebijakan dan penataan hukum pertanahan guna mewujudkan kepastian hukum dan

perlindungan hukum bagi penduduk Kota Batam.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai kedudukan hukum para pihak, konsekuensi
hukum yang timbul, serta mekanisme peralihan hak atas tanah pada Perumahan
Kurnia Djaja Alam, dapat dipahami bahwa pemanfaatan tanah pada kawasan
perumahan tersebut berlangsung dalam suatu struktur hubungan hukum yang
bertingkat dan saling berkaitan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Struktur
hubungan hukum tersebut lahir karena tanah yang digunakan untuk pembangunan
perumahan bukan merupakan tanah hak milik biasa, melainkan tanah yang berada
di bawah Hak Pengelolaan (HPL) Badan Pengusahaan Batam (BP Batam).

Dalam struktur penguasaan tanah tersebut, BP Batam berkedudukan sebagai
pemegang HPL yang memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan negara dalam
bidang pertanahan untuk mengelola tanah di wilayah Batam. Kedudukan ini
menempatkan BP Batam sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk
merencanakan penggunaan tanah, mengatur peruntukan lahan, memberikan alokasi
kepada pihak ketiga, serta melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan tanah agar
sesuai dengan tujuan pembangunan dan tata ruang wilayah.

Selanjutnya, developer berkedudukan sebagai pihak yang memperoleh hak
turunan berupa Hak Guna Bangunan (HGB) di atas tanah HPL BP Batam.
Kedudukan developer dalam struktur hubungan hukum tersebut bersifat sebagai
perantara antara BP Batam dengan masyarakat. Developer memperoleh hak untuk
memanfaatkan tanah guna pembangunan perumahan melalui mekanisme alokasi

lahan dan penerbitan HGB oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dengan hak
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tersebut, developer memiliki kewenangan untuk membangun kawasan perumahan,
memasarkan rumah kepada masyarakat, serta melakukan peralihan hak atas tanah
dan bangunan kepada konsumen.

Di sisi lain, pemilik rumah berkedudukan sebagai pemegang hak individual
atas tanah dan bangunan yang diperoleh melalui mekanisme peralihan hak dari
developer. Hak yang dimiliki pemilik rumah pada umumnya berbentuk HGB atas
nama pribadi yang diterbitkan setelah proses pemecahan sertifikat dan balik nama
dilakukan. Dengan diterbitkannya sertifikat HGB tersebut, pemilik rumah
memperoleh kedudukan hukum yang sah untuk menguasai, menggunakan, dan
memanfaatkan tanah beserta bangunan rumah tinggalnya. Pemilik rumah juga
memiliki hak untuk melakukan perbuatan hukum terhadap tanah dan bangunan
tersebut, seperti menjual, menghibahkan, mewariskan, atau menjadikannya sebagai
objek jaminan hak tanggungan. Namun demikian, hak yang dimiliki pemilik rumah
tetap memiliki keterbatasan karena HGB merupakan hak yang memiliki jangka
waktu tertentu.

Konsekuensi hukum yang lahir dari hubungan hukum antara BP Batam,
developer, dan pemilik rumah tersebut menimbulkan hak dan kewajiban yang
berbeda bagi masing-masing pihak. BP Batam sebagai pemegang HPL
berkewajiban mengelola tanah sesuai asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, dan
asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik. BP Batam juga bertanggung jawab
memastikan bahwa penggunaan tanah sesuai dengan peruntukan dan tidak
menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Sementara itu, developer

berkewajiban melaksanakan pembangunan sesuai izin dan ketentuan yang berlaku,

114



memenuhi  kewajiban administratif kepada BP Batam, serta menjamin
terlaksananya peralihan hak kepada konsumen secara sah dan terdaftar. Di sisi lain,
pemilik rumah memiliki kewajiban untuk memanfaatkan tanah sesuai
peruntukannya, membayar pajak dan kewajiban administratif lainnya, serta
menjaga keberlakuan hak atas tanah melalui proses perpanjangan HGB. Apabila
salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya dengan baik, maka dapat timbul
konsekuensi hukum berupa sengketa pertanahan, ketidakpastian status hak, maupun
kerugian bagi pihak lain.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan mengenai kedudukan hukum para
pihak, konsekuensi hukum, serta proses peralihan hak atas tanah pada Perumahan
Kurnia Djaja Alam yang berdiri di atas tanah Hak Pengelolaan (HPL) BP Batam,
maka terdapat beberapa saran yang dapat diberikan sebagai upaya untuk
meningkatkan kepastian hukum, perlindungan hukum, serta tertib administrasi

pertanahan bagi para pihak yang terlibat.

Pertama, kepada Badan Pengusahaan Batam (BP Batam), disarankan agar
lebih meningkatkan transparansi dan konsistensi dalam pelaksanaan pengelolaan
tanah HPL, khususnya yang berkaitan dengan pengalokasian lahan, pengaturan
Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO), serta prosedur perpanjangan dan
pembaruan Hak Guna Bangunan (HGB). BP Batam perlu menciptakan sistem
administrasi pertanahan yang lebih sederhana, jelas, dan mudah dipahami

masyarakat agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemilik rumah.
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Selain itu, BP Batam juga perlu memperkuat koordinasi dengan Badan Pertanahan
Nasional (BPN) dalam proses penerbitan dan peralihan hak atas tanah agar
masyarakat dapat memperoleh sertifikat secara cepat dan memiliki jaminan

kepastian hukum atas rumah yang dimilikinya.

Kedua, kepada developer atau pengembang perumahan, disarankan agar
melaksanakan seluruh kewajiban pembangunan dan administrasi pertanahan secara
tertib dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Developer harus memastikan
bahwa status tanah yang digunakan untuk pembangunan perumahan telah memiliki
dasar hukum yang jelas, termasuk HGB yang sah di atas tanah HPL BP Batam.
Selain itu, developer juga perlu memberikan perlindungan hukum kepada
konsumen dengan menyelesaikan proses pemecahan sertifikat dan peralihan hak
tepat waktu, sehingga masyarakat sebagai pembeli rumah tidak mengalami
hambatan dalam memperoleh sertifikat atas nama sendiri. Developer juga harus
meningkatkan keterbukaan informasi kepada konsumen mengenai status tanah
HPL, jangka waktu HGB, serta kewajiban administratif yang melekat pada
kepemilikan rumah di atas tanah HPL agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di

kemudian hari.

Ketiga, kepada masyarakat atau pemilik rumah, disarankan agar lebih
memahami status hukum tanah dan bangunan yang dimilikinya, khususnya terkait
karakteristik HGB di atas tanah HPL yang memiliki jangka waktu tertentu. Pemilik
rumah perlu memastikan bahwa seluruh proses jual beli dilakukan melalui prosedur

hukum yang sah, termasuk pembuatan Akta Jual Beli (AJB) di hadapan PPAT dan
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pendaftaran hak di Kantor Pertanahan. Selain itu, pemilik rumah juga harus
memperhatikan kewajiban hukum seperti pembayaran pajak, pembayaran
kewajiban administratif yang berlaku, serta melakukan perpanjangan atau
pembaruan HGB sebelum masa berlakunya berakhir. Kesadaran hukum masyarakat
sangat penting untuk menjaga keberlangsungan hak atas tanah dan menghindari

potensi sengketa pertanahan di kemudian hari.

Keempat, kepada pemerintah dan pembentuk kebijakan di bidang
pertanahan, disarankan untuk melakukan penyempurnaan regulasi terkait
pengelolaan tanah HPL, khususnya di wilayah Batam, agar tercipta sinkronisasi
antara kewenangan BP Batam dengan sistem pertanahan nasional yang dijalankan
olen BPN. Pengaturan yang lebih jelas mengenai hubungan hukum antara
pemegang HPL, developer, dan pemilik rumah diperlukan untuk menghindari
tumpang tindih kewenangan serta menciptakan perlindungan hukum yang lebih
kuat bagi masyarakat. Selain itu, perlu adanya pengaturan yang lebih rinci
mengenai mekanisme perpanjangan HGB di atas tanah HPL agar masyarakat

memiliki kepastian mengenai prosedur, biaya, dan jangka waktu pengurusannya.

Kelima, dalam perspektif kepastian hukum, perlu dilakukan penguatan
sistem pelayanan administrasi pertanahan berbasis digital dan terpadu antara BP
Batam dan BPN, sehingga seluruh proses alokasi lahan, penerbitan HGB,
pemecahan sertifikat, hingga perpanjangan hak dapat dilakukan secara lebih efektif,
transparan, dan akuntabel. Dengan adanya sistem yang terintegrasi, masyarakat

akan lebih mudah memperoleh informasi mengenai status hukum tanah yang
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dimilikinya, sekaligus meminimalisasi potensi sengketa atau penyalahgunaan

kewenangan dalam pengelolaan tanah HPL.

Dengan adanya saran-saran tersebut, diharapkan pengelolaan dan
pemanfaatan tanah HPL BP Batam untuk kepentingan perumahan dapat berjalan
lebih tertib, memberikan kepastian hukum bagi masyarakat sebagai pemilik rumah,
serta menciptakan hubungan hukum yang seimbang antara BP Batam, developer,

dan pemilik rumah dalam sistem pertanahan di Kota Batam.
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